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ABSTRAK 

 

     Utang piutang merupakan sebuah transaksi antara dua belah pihak, 

yang satu menyerahkan uangnya kepada orang lain secara suka rela 

untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang 

serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk 

dimanfaatkan. Seperti hal yang yang terjadi di Desa Bengkulu Tengah 

kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan, ada beberapa petani yang 

ingin menanam jagung dan tidak mempunyai modal, tetapi ad abos 

jagung yang bisa membeikan pinjaman modal bibit jagung agar bisa 

ditanam dilahan hingga panen. 

     Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan masalah di 

antaranya bagaimana praktik utang piutang bibit jagung dengan 

penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah, dan 

bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap utang piutang 

bibit jagung dengan penambahan sisitem  bersyarat di Desa Bengkulu 

Tengah.  

     Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research) 

yaitu riset yang langsng bersumber dari Desa Bengkulu Tengah 

Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan yang menggunakan metode 

observasi yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara 

(interview) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan 

responden, pengolahan data dengan teknik editing terhadap data yang 

diperoleh, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku dokumen 

atau arsip yang menunjang penelitian, organizing yaitu menyusn data 

yang telah diperoleh dan analizing yaitu menganalisis data sehingga 

dapat dipahami dengan baik. 

     Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa praktik utang piutang bibit jagung dengan 

penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah 

merupakan sebuah perbuatan yang merugikan orang lain dan masuk 

ke dalam bentuk kegiatan Riba, karena praktik utang piutang ini di 

dalamnya ada unsur penambahan biaya diakhir namun tidak ada 

perjanjian apapun di awal sehingga membuat satu pihak merasa 

dirugikan dengan hal tersebut. Sehingga praktik ini menjadi haram 

menurut ketentuan hukum Islam dan hukum ekonomi syariah. 
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MOTTO 

 

                            

               

 

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang 

baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan 

meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat  

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan  

melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah   

kamu dikembalikan” 

 (QS. Al-Baqarah : 245). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

 Sebelum membahas permasalahan pada skripsi ini lebih 

jauh, maka penulis akan meluruskan pemahaman makna yang 

terdapat pada judul skripsi ―(Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem 

Bersyarat)―, supaya tidak ada salah faham dalam memahami 

judul skripsi ini, maka akan diuraikan definisi dan istilah-istilah 

judul tersebut diatas sebagai berikut :  

1. Hukum Ekonomi Syariah 

       Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan 

yang terkait dengan praktik ekonomi komersial dan non-

komersial seseorang, didasarkan pada berbagai perangkat 

hukum Islam yang menjadi subjek kajian fiqh muamalah, 

serta hukum bisnis syariah, yaitu seperangkat aturan yang 

terkait dengan praktik bisnis seperti jual beli, perdagangan 

dan perdagangan, berdasarkan hukum Islam, yang 

merupakan kajian fiqh muamalah.1 

2. Utang Bibit Jangung Dengan Penambahan Biaya Sistem 

Bersyarat 

     Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian 

pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang 

berbunyi: 

―pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 

jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, 

                                                                   
1 Safira Rahmawati, Istianah Istianah, ―Tranformasi Arisan Dalam Persfektif 

Hukum Ekonomi Syariah,‖Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2022). 39. 



 

 

2 

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan 

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan 

yang sama pula.2 Utang bibit jagung dengan penambahan 

biaya sistem bersyarat yang terjadi di desa Bengkulu 

Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan yang 

mana perjanjian di awal tidak ada tambahan namun pada 

saat panen tiba terdapat tambahan biaya yang harus di 

penuhi oleh petani jagung namun jika tidak maka akan 

mendapatkan sebuah denda. 

Kesimpulan dari penegasan judul ini adalah meninjau 

bagaimana hukum ekonomi syariah terhadap utang bibit jagung 

dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu 

Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

      Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu berhubungan 

dan membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup tanpa 

bantuan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dalam 

keseharian, pergaulan hidup ditempat tinggal seseorang 

mempengaruhi cara berfikir dan juga bermuamalah. Untuk 

menjalani kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan 

bermuamalah seperti jual beli, utang piutang dan sewa 

menyewa. Hal yang sering dilakukan dikehidupan yaitu 

berutang, utang itu sendiri merupakan sebuah pristiwa yang 

dimana pemilik atau seorang pihak yang memiliki modal 

pinjaman, akan memberikan pinjaman kepada pihak yang 

menerima pinjaman yang merupakan uang dan barang yang 

harus dikembalikan degan tepat waktunya. Seperti hal yang 

sering dilakukan di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung 

Labuhan Way Kanan, kebisaan sehari- hari yang sering 

dilakukan yaitu beberapa petani yang ingin menanam jagung 

                                                                   
2 R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

(Jakarta:Pradnya Paramita, 1992),451. 
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dan tidak mempunyai modal, tetapi ada pemilik modal yang bisa 

memberikan pinjaman modal berupa uang dan juga bibit jagung 

agar bisa ditanam dilahan hingga panen dengan cara berutang. 

          Dalam Islam utang piutang itu sendiri adalah sebuah akad 

transaksi ekonomi yang mempunyai nilai tolong-menolong, 

dengan demikian utang piutang ini bisa dikatakan sebagai 

ibadah sosial, yang mana satu hal yang saling membantu saat 

sedang membutuhkan. Islam mengajarkan untuk saling tolong-

menolong dalam suatu hal maka dengan adanya utang piutang 

ini sangat membantu seseorang yang membutuhkan modal.  

      Dalam hal utang piutang tidak sedikit yang kita ketahui 

bahwa pemilik modal selalu memberikan batas waktu dan ada 

juga penambahan biaya untuk peminjam yang merupakan 

sebuah kewajiban bagi peminjam tersebut, dan juga ada 

beberapa pemilik modal yang memang memberikan sistem 

bersyarat atas perjanjian utang piutang antara peminjam dan 

juga pemilik modal  yang biasanya kesepakatan terjadi di awal 

dan memang sudah menjadi suatu yang biasa antara transaksi 

utang piutang.  

  Dengan adanya sistem bersyarat dalam utang piutang ini 

merupakan sebuah hal yang diduga bertentangan dengan sistem 

pada umumnya, yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan 

juga merupakan sebuah hal yang bisa merugikan bagi peminjam 

juga bisa menimbulkan kecurigaan bagi beberapa orang apakah 

utang piutang dengan sistem bersyarat ini diperbolehkan atau 

tidak oleh Islam dan Hukum Ekonomi Syariah. Maka mengenai 

hal diatas penulis perlu mengangkat judul agar bisa dikaji lebih 

dalam mengenai ―Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang 

Utang Bibit Jagung dengan Penambahan Biaya Sistem 

Bersyarat‖ (di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung 

Labuhan Way Kanan). 
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang diatas, agar penelitian ini 

tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada 

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Utang Bibit 

Jagung Dengan Penambahan Biaya Sistem Bersyarat. 

2. Sub Fokus Penelitian 

     Sub fokus penelitian yang kan dijelaskan adalah untuk 

mengetahui praktik utang bibit jagung dengan penambahan 

biaya sistem bersyarat. 

 

D. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu 

dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang 

menjadi pokok permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana penambahan biaya sistem bersyarat pada utang 

bibit jagung di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung 

Labuhan Way Kanan? 

2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang 

utang bibit jagung dengan penambahan biaya sistem 

bersyarat di Desa Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung 

Labuhan Way Kanan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah :  

a. Untuk mengetahui  praktik utang piutang bibit jagung 

dengan penambahan biaya sistem bersyarat di Desa 

Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way 

Kanan. 
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b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 

Tentang Utang Bibit Jagung Dengan Penambahan 

Biaya Sistem Bersyarat di Desa Bengkulu Tengah 

Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah bertujuan untuk : 

1. Penelitian ini diharapkan  berguna untuk memberikan 

konstribusi dan pencerahan pemikiran untuk kita agar 

mengetahui tentang utang piutang. 

2. Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat 

dalam melihat sistem bermuamalah, apakah sudah sesuai 

dengan tuntunan agama islam atau belum. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan 

penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu di 

antaranya:  

1. Rony Hermanto (2020) judul skripsi ―Analisis Hukum 

Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung 

Pangan Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo” jenis skripsi tersebut 

menggunakan metode induktif. Hasil dari penelitian ini 

yaitu, bahwa 1) praktik akad utang piutang ini tidak sah 

karena dari tiga aspek rukun dan syarat qard hanya 

terpenuhi 2 rukun yaitu aqidain dan muqrad, sedangkan 

tidak terpenuhinya rukun sighat ijab qabul dikarenakan 

termasuk jenis akad qard yang dipersyaratkan sebab dalam 

akad disebutkan adanya syarat untuk mengembalikan utang 

dengan tambahan gabah seberat 20 Kg yang ditetapkan 

oleh muqri kepada muqtaraid di awal pemberian utang. 

2)Teknik pelunasan utang piutang uang dengan gabah 
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dengan cara diasok per kwintal setiap panen termasuk riba 

dikarenakan adanya kebiasaan penambahan 20 Kg dan 5 

Kg saat penundaan pengembalian utang menurut mayoritas 

ulama adalah haram, menurut Malikiyah, sebagian 

Shafi‟iyah dan sebagian Hanabilah orang yang meminjam 

dengan bunga itu sama dengan yang disyaratkan sehingga 

tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut pendapat mazhab 

Hanafi dan Maliki terdapat perincian mengenai tambahan 

yaitu apabila yang bertambah jumlahnya adalah dilarang, 

namun bila yang bertambah adalah sifatnya maka 

diperbolehkan. adanya penambahan dalam pengembalian 

jumlah pokok pinjaman di lumbung ini dapat terjerumus 

dalam riba fadhl.3 

2. Uswatun Hasanah (2016) judul skripsi ―Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Utang Piutang Perhiasan Emas Di Desa 

Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” jenis 

skripsi tersebut menggunakan metode induktif. Hasil dari 

penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan akad utang piutang 

perhiasan emas di Desa Demangan Kecamatan Siman 

Kabupaten Ponorogo setelah ditinjau dari hukum Islam 

tidak sesuai dengan hukum Islam, karena memakai syarat 

tertentu dan adanya percampuran dua akad berbeda. Tata 

cara pelunasan utang piutang perhiasan emas di Desa 

Demangan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo setelah 

ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, karena mewajibkan 

kepada pihak berutang untuk melunasi utang yang 

dilebihkan dari total utang pokok dan masuk kategori riba.4 

3. Moh. Samsul Hakim (2020) judul skripsi ―Analisis Hukum 

Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di 

Desa Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo‖ 

jenis skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil 
                                                                   

3 Rony Hermanto, ―Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Di 

Lumbung Pangan Warga‖ (IAIN Ponorogo, 2020),97. 
4 Uswatun Hasanah, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang 

Perhiasan Emas‖ (STAIN Ponorogo, 2016),83. 
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dari penelitian ini yaitu, akad utang piutang di desa 

sampung menurut hukum Islam tidak sesuai karena 

pemberi utang memberikan syarat didalam akad yang mana 

syarat tersebut harus diterima oleh penerima utang dengan 

terpaksa agar mendapat pinjaman, Syarat tersebut yaitu 

dengan memaksa penerima utang harus menjual hasil 

panen ikan kepada pemberi utang hal tersebut sebagai 

akibat transaksi dari utang piutang. Sistem pembayaran 

setelah dianalisis menurut hukum Islam juga tidak sesuai, 

karena dalam hal ini pemberi utang memberikan bunga 

utang sebesar 10% dari jumlah utang pokok. Sehingga 

tidak sesuai dengan hukum Islam. karena semua transaksi 

yang mengambil manfaat dan kelebihan dari jumlah pokok 

dapat dikatakan sebagai riba, sedangkan dalam Islam telah 

jelas bahwa riba itu haram baik sedikit atau banyak riba 

tetap haram.5 

4. Amelia Andriyani (2017) judul skripsi ―Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Utang Piutang Bersyarat di Desa Tri 

Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten 

Tulang Bawang‖ jenis skripsi tersebut menggunakan 

metode Normatif empiris. Hasil dari penelitian  ini bahwa 

utang piutang dalam Islam merupakan hal yang 

diperbolehkan. Asalkan, sang peminjam berkomitmen 

untuk mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya. 

Yang terpenting lagi, orang tersebut harus dapat 

memanfaatkan uang pinjaman sebatas untuk keperluan 

mendesak. Pinjaman dengan gadai barang adalah salah satu 

metode pinjam meminjam yang aman untuk mencegah 

prilaku konsumtif dab abai dari tanggung jawab membayar 

utang.6 

                                                                   
5 Moh. Samsul Hakim, ―Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Utang 

Piutang Budidaya Lele‖ (IAIN Ponorogo, 2020),75. 
6 Amelia Andriyani, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang 

Bersyarat di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang 

Bawang‖ (UIN Raden Intan Lampung, 2017), 62. 
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5. Diana Risma Ulin Nur Khasanah (2020) judul skripsi 

―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat 

Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suru 

Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorog‖ jenis skripsi 

tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini yaitu, bahwa diperbolehkan siapapun untuk 

mencari keuntungan, tanpa ada Batasan keuntungan 

tertentu selama memenuhi hukum Islam. Serta menentukan 

standar harga sesuai dengan kondisi pasar yang sehat. 

Namun bila terjadi penyimpangan dan kewenang-

wenangan harga dengan merugikan salah satu pihak, tidak 

ada halangan bagi pihak penguasa untuk mematok harga.7 

     Perbedaaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu 

pada skripsi yang pertama yang ditulis oleh Rony 

Hermanto (2020) Judul skripsi ―Analisis Hukum Islam 

Terhadap Praktik Utang Piutang Di Lumbung Pangan 

Warga Dusun Sendang Desa Trisono Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo”. Berfokus pada praktik utang 

piutang ini tidak sah karena dari tiga aspek rukun dan 

syarat Qard hanya terpenuhi 2 rukun yaitu aqidain dan 

muqrad. Selanjutnya perbedaan skripsi ini dengan skripsi 

yang terdahulu yang ditulis oleh Usatun Hasanah (2016) 

judul skripsi ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang 

Piutang Perhiasan Emas Di Desa Demangan Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo”. Berfokus pada baha 

pelaksanaan akad utang piutang tersebut ditinjau dari 

hukum Islam tidak sesuai dengan hukum Islam karena 

memakai syarat tertentu dan menggunakan percampuran 

dua akad berbeda. Kemudian  skripsi dari Moh. Samsul 

Hakim (2020) judul skripsi ―Analisis Hukum Islam 

                                                                   
7 Diana Risma Ulin Nur Khasanah, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang 

Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko 

Kabupaten Ponorogo‖ (IAIN Ponorogo, 2020),63. 
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Terhadap Praktik Utang Piutang Budidaya Lele Di Desa 

Sampung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo‖. 

Berfokus pada akad utang piutang didesa Sampung 

menurut hukum Islam tidak sesuai karena pemberi utang 

memberikan syarat didalam akad yang mana syarat tersebut 

harus diterima. Selanjutnya skripsi terdahulu  dari Amelia 

Andriyani (2017) judul skripsi ―Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Utang Piutang Bersyarat di Desa Tri Makmur 

Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang 

Bawang‖. Berfokus pada utang piutang dalam Islam 

diperbolehkan merupakan hal yang diperbolehkan, asalkan 

sang peminjam berkomitmen untuk membayar pinjaman 

tepat waktunya. Yang terakhir skripsi terdahulu dari Diana 

Risma Ulin  Nur Khasanah (2020) judul skripsi ―Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara 

Tengkulak Dengan Petani Jagung di Desa Suru Kecamatan 

Sooko Kabupaten Ponorog‖. Berfokus bahwa penelitian ini 

diperbolehkan siapapun untuk mencari keuntungan tanpa 

ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi hukum 

Islam. 

 

H. Metode Penelitian  

     Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk 

mencapai istilah ini, yaitu teknik adalah cara yang spesifik 

dalam pemecahan masalah tertentu yang ditemukan dalam 

masalah prosedur.8 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian 

dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu 

objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan 

terjemahan dari bahasa inggris yaitu research, yang berdasar 

                                                                   
8 Muslim, Metode Penelitian Hukum Islam (Lampung: Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020),9. 
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dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Dengan 

demikian secara logawiyah berarti ―mencari kembali‖. 9 

Sedangkan Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertenttu. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu 

diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.10 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (Field Research) yaitu merupakan suatu 

jenis penelitian yang dilakukan secara sistematis 

dengan mengambil data di lapangan. Untuk peneliti 

akan melaksanakan penelitian secara langsung pada 

peminjam modal bibit jagung di Desa Bengkulu 

Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis 

Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan 

peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini akan 

dijelaskan mengenai Utang Bibit Jagung Dengan 

Penambahahn Biaya Sistem Bersyarat. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan pada penelitia ini 

dibagi menjadi data primer dan data sekunder: 

a. Data Primer 

Data Primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan 

wawancara lansung kepada bos jagung dan juga 

petani jagung, kemudian dokumentasi dengan 

                                                                   
9 Sungono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012),27. 
10 Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2018),2. 
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petani jagung di Desa Bengkulu Tengah 

Kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan. 

b. Data Sekunder  

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh 

melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari 

subjek penelitiannya, peneliti menggunakan data 

ini sebagai data pendukung yang berhubungan 

dengan penelitian sumber data yang diperoleh dari 

buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya 

yang terkait dengan penelitian yang akan 

dilakukan.  

3. Populasi  

     Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, 

benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu 

dan tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya 

mahasiswa di suatu institute atau universitas.11 

      Berdasarkan data yang didapat, populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni 2 peminjam 

modal dan 1 pemilik modal yang ada di Desa 

Bengkulu Tengah Kecamatan Gunung Labuhan Way 

Kanan. Dengan demikian populasi yang digunakan 

yakni sebanyak 3 populasi sehingga penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan 

untuk membahas persoalan yang terdapat dalam 

penelitian ini yaitu berupa: 

a. Wawancara ( Interview ) 

Wawancara adalah salah satu instrument yang 

digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini 

                                                                   
11 Muslim, Metode Penelitian Hukum Islam, 43. 
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harus dilakukan secara mendalam agar kita 

mendapatkan data yang valid dan detail.12 Dalam 

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 

data dengan teknik wawancara kepada peminjam 

modal bibit jagung di Desa Bengkulu Tengah 

Kecamata Gunung Labuhan Way Kanan. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah ditujukan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

documenter, data yang relevan penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

a. Pemeriksaan Data (Editing) 

Pemeriksaan Data (Editing) adalah proses 

pengecekan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, pustaka, 

wawancara, dan dokumentasi yang sudah lengkap, 

jelas dan berdasarkan fakta. 

b. Sistematika Data (Sistematizing) 

Sistematika Data yaitu bertujuan untuk 

menepatkan dan mengurutkan krangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 

6. Metode Analisis Data 

Data yang dianalisis dilakukan dengan cara 

mengolah data berdasarkan metode kualitatif deskriptif 

secara komperatif dengan pendekatan induktif.  

Metode analisis yang dipakai adalah kualitatif 

deskriptif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan 

                                                                   
12 I Made Laut Mertha Jaya, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif 

(Yogyakarta, 2020),88. 
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atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, 

kemudian dipisahkan menurut katagori untuk 

memperoleh kesimpulan 

 

I. Sistematika Pembahasan 

     Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka 

pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 

beberapa bab yang didalam nya memuat memuat sub-bab 

pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi 

dirumuskan sebagai berikut :  

Bab 1 Pendahuluan, pembahasan meliputi: penegasan judul, 

latar belakang masalah, dan tujuan penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

Bab II  Landasan Teori menjelaskan tentang pengertian hukum 

ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan hukum 

ekonomi syariah, pengertian utang piutang, akad yang dilarang 

dalam utang-piutang, dasar hukum utang piutang, rukun dan 

syarat utang piutang, faktor pendorong melakukan utang 

piutang,barang yang dibolehkan akad utang piutang, dampak 

negatif dan positif utang piutang, hukum utang yang 

mendatangkan keuntungan, pinjaman („ariyah), dasar hukum 

(„ariyah), rukun dan syarat („ariyah), pembayaran („ariyah), 

meminjam pinjaman dan menyewakan, tanggung jawab 

peminjam, tata kerama berutang. 

Bab III Penulis memnguraikan sekilas tentang gambaran 

umum lokasi penelitian seperti sejarah Desa Bengkulu 

Tengah, visi dan misi Desa Bengkulu Tengah, dan kondisi 

umum Desa Bengkulu Tengah, serta penyajian fakta dan data 

penelitian. 

Bab IV Berisi tentang analisis data yang didapatkan 

dilapangan. Bagaimana praktik utang bibit jagung dengan 

penambahan biaya sistem bersyarat di Desa Bengkulu Tengah 
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kecamatan Gunung Labuhan Way Kanan dan tinjauan hukum 

ekonomi syariah tentang utang bibit jagung di Desa Bengkulu 

Tengah. 

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi 

terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Utang Piutang (Qard) 

1. Pengertian Utang Piutang (Qard)  

     Utang piutang dalam bahasa fiqh muamalah disebut 

dengan Qard yaitu dana atau uang yang dipinjamkan kepada 

orang lain dengan tujuan untuk dimanfaatkan yang kemudian 

akan dikembalikan dengan jumlah nominal yang sama 

dengan awal pemberian di lain waktu.13 

     Utang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai 

barang yang diutangkan tanpa unsur tambahan ataupun 

meminta imbalan. Bagi orang yang berutang harus 

bertoleransi kepada orang yang memberikan utang begitupun 

sebaliknya. Ketika orang yang berutang belum mampu 

melunasi utangnya, maka pihak yang memberikan pinjaman 

memberikan tambahan jangka waktu, itu pun apabila orang 

tersebut pada saat itu benar-benar tidak mampu dan dengan 

alasan yang logis.14 

     Utang piutang merupakan dua kata yang berhubungan 

erat antara satu dengan yang lainnya. Utang secara etimologi 

adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan 

menurut kamus besar bahasa Indonesia, Utang piutang 

adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang 

dipinjamkan kepada orang lain. Sedangkan piutang 

merupakan arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari 

orang lain), kemudian, mempunyai kewajiban untuk 

                                                                   
13 Yuniar Muhammad Fajar Ramadhan, ―Analisis Hukum Islalm Terhadap 

Akad Utang Piutang Bersyarat Di Desa Balangtanayya Kabupaten Takalar,‖ Jurnal 

Pendidikan Dan Studi Islam, Vol.2 No.2 (2021),34. 
14 Hasiyah, ―Analisis Pasal 1967 KUHPDT Tenytang Hapusnya Utang 

Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al-Syariah,‖ Jurnal Asas Vol.13 

No.1(2021),122. 
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membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang 

sama.15 

     Utang dalam Islam harus dibayar sesuai jumlah atau nilai 

barang yang sama dengan nilai barang yang dihutangkan 

tanpa unsur tambahan ataupun meminta imbalan. Bagi orang 

yang berhutang harus bertoleransi kepada orang yang 

memberikan uatang begitu juga sebaliknya.16 

     Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang 

satu dengan yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada 

umunya adalah uang. Kedudukan yang satu adalah yang 

memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima 

pinjaman uang.17 

     Menurut Zainuddin Ali utang piutang adalah pinjaman 

yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang 

membutuhkan dana atau uang. Oleh karena itu, nasabah 

dalam utang piutang berkewajiban mengembalikan jumlah 

pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati 

bersama antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang 

menerima pinjaman.18 

      Menurut Wahbah Al- Zuhaili mendefinisikan secara 

bahasa sebagai potongan maksudnya adalah harta yang 

dipinjamkan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. 

Harta tersebut merupakan potongan atau bagian harta orang 

yang memberi pinjaman tersebut. Ulama secara umum 

mendefiniskan utang piutang ialah harta yang dipinjamkan 

kepada pihak lain, utang tersebut harus dikembalikan dengan 

nilai yang sama ketika saat meminjamkan. Utang piutang 

                                                                   
15 Poeradarmito, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

2003),1136. 
16 Hasiyah, ―Analisis Pasal 1967 KUHPDT Tenytang Hapusnya Utang 

Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al-Syariah.‖,Jurnal Asas,Vol.13,No 1 

(2021),122. 
17 Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2013),9. 
18 Zainuddin, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),4. 
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dalam Islam dikenal juga dengan istilah Al-Qardh dalam segi 

arti bahasa berarti Qaradha yang merupakan sinonim dari 

suatu kata Qatha‟a artinya memotong. Dan demikian karena 

orang yang memberi utang memotong sebagian hartanya 

untuk diberikan kepada oranng yang berutang (muqtarid).19 

     Golongan Syafi‟iyah menjelaskan qardh sebagai 

pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai 

yang sama sedangkan Hanabillah mengemukakan qardh 

adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan 

dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya.20 

     Menurut Sayid Sabiq qardh yaitu harta yang diberikan 

kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai 

yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang 

mampu membayar. Menurut ahli Fiqh utang piutang 

merupakan transaksi antara dua pihak yang satu 

menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela 

untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan 

hal yang serupa. Adapun yang dimaksud utang piutang 

adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan 

perjanjian akan membayar yang sama dengan yang 

dipinjamnya tersebut.21 

     Kata yang dimaksud dengan definisi ini adalah 

mempunyai makna yang luas dalam arti dapat berbentuk 

uang atau barang yang selama barang tersebut habis dalam 

pemakaian. Maka lebih jelas lagi qardh adalah akad tertentu 

antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada 

pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta 

mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. 

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain 

yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam 

                                                                   
19 Rahmat Syafe‘i, Fiqh Muamalah (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2013),151. 
20 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah.,229. 
21 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika Offset, 1996),136. 
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jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah di sepakati 

bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus 

mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan 

jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang 

telah ditentukan.  

2. Akad Yang Dilarang Dalam Utang Piutang 

Perlu diketahui dalam suatu akad utang piutang ada 

beberapa tindakan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu 

Gharar dan Riba. Kedua hal tersebut sangat dibenci dalam 

Islam karena kedua hal tersebut mencerminkan hal yang 

buruk antara hamba Allah. 

a. Pengertian Gharar 

      Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang 

bertujuan untuk merugikan pihak lain.22 Menurut bahasa 

arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan). 

Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimyyah menyatakan, 

al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-

‗aqibah). Sedangkan menurut Syaikh as- Sa‘di, al-gharar 

adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah 

(ketidak jelasan). Perihal ini termasuk kedalam katagori 

perjudian.23 

     Menurut ahli fiqh, Gharar adalah sifat dalam 

mualamalah yang menyebabkan Sebagian rukunnya 

tidak pasti (mastur al-‗aqibah). Secara istilah fiqh, 

gharar adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu 

perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi 

perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan antara 

baik dengan buruknya. Menurut madzhab Imam Syafi‘I, 

gaharar adalah segala sesuatu yang akibatnya 

tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat 

                                                                   
22 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016),147. 
23 Muhamad Fakhrudin dan Isti Nuzulul Atiah, Teori-Teori Dalam Fiqh Riba 

Dan Gharar (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022),37. 
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memberi akibat yang tidak diharapkan. Sedangkan Ibnu 

Qoyyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak 

dapat diukur penerimaaanya baik barang tersebut ada 

ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum 

tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya 

ada dan kelihatan.24          

Suatu kesepakatan yang mengandung unsur 

penipuan karena tidak ada kepastian apakah ada objek 

kontraktual, jumlah besar atau kecil atau pokokdari 

kontrak. 

 Menurut Imam Nawawi, Gharar merupakan unsur 

terlarang dalam hukum Islam. Imam Al-Qarafi 

berpendapat bahwa Gharar adalah seorang yang tidak 

diketahui, apakah kontrak tersebut disimpulkan atau 

tidak, hanya membeli seekor ikan masih berada didalam 

air. Gharar bisa diartikan kedua belah pihak dalam 

transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang 

menjadi objek terkait transaksi baik terkait kualitas, 

kuantitas, harga dan penyerahan barang sehingga pihak 

kedua dirugikan.25 Setiap transaksi dalam Islam harus 

didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah 

pihak (sama-sama ridho) mereka harus mempunyai 

informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dicurangi saatu sama lain. 

     Gharar merupakan sebuah transaksi yang 

mengandung kebingungan atau ketidak pastian, gharar 

berisi informasi yang tidak lengkap, dimana 

informasinya tidak lengkap diketahui  hanya oleh satu 

pihak misalnya pembeli atau penjual saja, dalam gharar 

informasi lengkap dari dua belah pihak, baik pembeli 

dan penjual. Dalam gharar maka ada ketidak pastian 

(kegelapan) antara dua pihak. Misalnya, membeli dan 

                                                                   
24 Ibid.,38. 
25 Oni Sahroni, Ushul Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2015),116. 
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menjual ijon, membeli dan menjual sapi yang masih 

dalam ibu mereka, dan menjual ikan dikolam.26 

1) Dasar hukum Gharar 

Al-Qur‘an 

An nisa ayat 29 

               

                

             

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama 

suka di antara kamu. Dan jaganlah kamu 

membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang 

padamu. (Qs. An-nisa : 29). 

 

Surah di atas menjelaskan agar setiap orang yang 

beriman untuk tidak saling memakan harta 

sesamanya dengan cara yang tidak benar, kecuali 

pada saat dalam perdagangan yang berlaku atas 

dasar suka sama suka. 

 

2) Macam-macam Gharar 

a. Gharar pada sighot transaksi (akad) 

     Gharar dalam transaksi, contoh saya menjual 

rumah ini kepada si A tetapi si A harus menjual 

                                                                   
26 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2013),189. 
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rumahnya kepada saya. (terkadang 

mengandung sesuatu yang tidak jelas). 

b. Gharar dalam mahalul aqad (objek akad) 

     Gharar yang termasuk salah satu komoditi 

dan harganya. Gharar dalam objek transaksi, 

dalam barangnya, contohnya : menjual tumbuh-

tumbuhan yang buahnya ada didalam tanah.27 

b. Riba 

      Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan 

pinjaman saat pengambilan berdasarkan presentase 

tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan 

kepada peminjam.28 Dalam pegertian lain menurup para 

peneliti, Riba juga berarti tumbuh membesar.  

  Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud 

dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran 

tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan 

Syara‟ atau terlambat salah satunya.  

 Sedangkan secara bahasa riba dapat berarti Ziyadah 

(tambahan), nama (tumbuh) sedangkan penggunaanya 

didalam Al-Qur‘an memiliki makna tumbuh, 

mengembang, menyuburkan, menjadi banyak dan besar. 

Sedangkan ringkasnya secara bahasa riba ini memiliki 

arti bertambah baik dari sisi kuantitas maupun 

kualitasnya.29 

     Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang 

dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan 

yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada 

orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena 

                                                                   
27 Hal 91 
28 Isnaini Harahap, Hadis-Hadis Ekonomi (Jakarta: Prenda Medi Grup, 

2015),189. 
29 Muhammad Ghafur, Memahami Bunga Dan Riba Ala Muslim Indonesia 

(Yogyakarta: Bina Ruhani Insan Pers, 2008),30-31. 
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pengunduran janji pembayaran oleh peminjamdari 

waktu yang telah ditentukan.30 

1) Dasar Hukum Riba 

Al-Qur‘an 

                  

                   

      

 “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka 
riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang 

kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk 

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 

demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan 

(pahalanya).” (Qs Ar-Rum : 39). 

 

     Surah di atas menjelaskan bahwa riba merupakan 

perbuatan yang sangat dilarang dan dibenci oleh Allah 

Swt dan siapapun yang melaksanakan riba maka orang 

tersebut termasuk kedalam golongan orang yang sangat 

dibenci oleh Allah dan jika orang yang melakukan zakat 

maka akan orang tersebut akan dilipat gandakan 

pahalanya. Sedangkan secara istilah riba berarti 

pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal 

yang diambil secara batil, kelebihan harta yang tidak ada 

konfersasi tukar menukar harta dengan harta. 

     Walaupun ada beberapa pendapat tentang riba namun 

pada pendapat tersebut banyak berkaitan antara satu 

dengan lainnya. Jadi dari pendapat yang sudah ada maka 

diambil kesimpulan bahwa riba itu merupakan sebuah 

                                                                   
30 Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),58. 
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pengambilan tambahan, dan juga segala bentuk 

penambahan atau manfaat yang diambil dari orang lain 

dengan tidak ada kesepakatan merupakan sebuah riba. 

2) Macam-macam Riba 

     Riba didalam Al-Q‘uran dibagi menjadi dua yaitu 

riba ringan dan riba berat, secara garis besar riba 

terdiri dari riba qardh dana riba jahuliyah.31 

a. Riba qardh  

Riba qardh adalah suatu keutungan atau 

kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang 

yang berutang (muqtaridh). Misalnya seseorang 

yang berutang lima ratus ribu rupiah diharuskan 

membayar sejumlah lima ratus lima puluh ribu 

rupiah maka tambahan lima puluh ribu rupiah 

adalah riba qardh. 

b. Riba Jahiliyah 

Riba Jahiliyah terjadi karena adanya utang 

yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab 

tidak mampu melunasi utangnya pada aktu yang 

telah ditentukan, ketidak mampuan 

mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan 

untuk mengambil keuntungan.32 Dasar Larangan 

Riba ini pada Firman Allah dalam (Qs. Ali-Imran 

: 130) yang berbunyi: 

               

             

                                                                   
31 Idris, Hadist Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi (Jakarta: 

Prenadamedia, 2015),77. 
32 Adiarman, Riba Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah (Jakarta: 

Raja Grafindo Presda, 2015),7. 
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”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan riba dengan berlipat ganda dan 

bertawalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapatkan keberuntungan.”  

(QS. Ali-Imran :130). 

 

      Surah diatas menjelaskan bahwa Allah SWT 

sangat melarang permuatan riba dengan cara 

melipat gandakan riba, dan kita harus senantiasa 

bertawakal kepada Allah agar selalu mendapatkan 

keberuntungan. 

a. Riba Fadli 

     Ialah berlebih salah satu dari dua pertukaran 

yang diperjualbelikan. Bila yang diperjualbelikan 

sejenis, berlebih timbangannya pada barang-

barang yang ditimbang, berlebih takarannya pada 

barang-barang yang ditakar, dan berlebihan 

ukurannya pada barang-barang yang diukur. 

b. Riba Nasiáh 

     Adalah Riba yang pembayarannya atau 

penukarannya berlipat ganda karena waktunya 

diundurkan, sedangkan riba fadli semata-mata 

berlebihan pembayaran, baik sedikit maupun 

banyak.33 

3) Hal hal Yang Menimbulkan Riba 

     Jika sesorang menjual benda yang mungkin 

mendatangkan riba menurut jenisnya seperti 

seseorang mwnjual salah satu dari dua macam mata 

uang, yaitu mas dan perak dengan yang sejenis atau 

                                                                   
33 Hendi, Fiqh Muamalah, 2016,42. 
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bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah 

dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan: 

a. sama nilainya (tamasul), 

b. Sama ukurannya menurut syara‟, baik 

timbangannya, takarannya maupun ukurannya, 

c. Sama-sama tunai (taqabuh) dimajelis akad. 

4) Dampak Riba Pada Ekonomi 

     Kini riba yang dipinjamkan merupakan asas 

pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan. 

Itu berarti akan memusatkan harta pada penguasaan 

para hartawan, padahal mereka hanya merupakan 

Sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, 

daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga 

kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan 

kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, 

juga kecil. Maka, daya beli kebanyakan anggota 

masyarakat kecil pula. 

     Hal ini merupakan masalah penting dalam 

ekonomi, yaitu siklus-siklus ekonomi.Hal ini 

berulang kali terjadi. Siklus-siklus ekonomi yang 

berulang kali terjadi disebut krisis ekonomi. Para 

ahli ekonomi  berpendapat bahwa penyebab utama 

krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai 

peminjam modal atau dengan singkat bisa disebut 

riba. 

     Riba dapat menimbulkan over produksi. Riba 

membuat daya beli Sebagian besar masyarakat 

lemah sehingga persediaan jasa dan barang semakin 

tertimbun, akibatnya perusahaan macet karena 

produksinya tidak laku, perusahaan mengurangi 

tenaga kerja untuk menghindari kerugian yang lebih 
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besar, dan mengakibatkan adanya sekian jumlah 

pengangguran.34   

3. Dasar Hukum Utang Piutang 

      Utang piutang pada dasarnya hukumnya sunnat, 

tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang 

berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang 

seering diidentifikasikan tolong menolong. Dasar hukum 

utang piutang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur‘an, 

Hadist, dan Ijma‘. 

a. Al-Qur‘an 

1) QS. Al-Baqarah : 282 

             

                

                 

                 

                

               

              

               

                  

                

                                                                   
34 Ibid,65. 
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 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, 
hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang 

pencatat di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Janganlah pencatat menolak untuk 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-

kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan 

orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). 

Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, 

dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika 

yang berutang itu orang yang kurang akalnya, 

lemah (keadaannya), atau tidak mampu 

mendiktekan sendiri, hendaklah walinya 

mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian 

dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak 

ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang 
laki-laki dan dua orang perempuan di antara 

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi 
perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. 

Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila 

dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya 

sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil 

maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi 

Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih 

mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali 

jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada 

dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. 
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Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan 

janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), 
begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang 

demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan 

padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah 

memberikan pengajaran kepadamu dan Allah 

Maha Mengetahui segala sesuatu”.(QS.Al-Baqarah 

:282). 

 

Surah di atas menjelaskan bahwa saat seseorang 

melakukan utang piutang maka seharusnya mencatat 

utang tersebut dan menulisnya dengan benar dan 

janganlah mengurangi jumlahnya sedikitpun, jika yang 

berutang tersebut orang yang kurang akal, lemah maka 

harus mempunyai wali untuk mewakilkannya agar tidak 

terjadi kesalahan di akhir. Ambillah saksi saat 

melakukan akad utang piutang dan janganlah 

mempersulit dalam mecatat, jika kamu melakukan hal 

demikian maka itulah sebuah dari kefasikan.35 

b. Hadis 

Hadis riwayat Ibnu Mas‘ud 

عه ابه مسعىد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما مه مسلم يقرض 

  مسلما قرضا مرتيه إلا كان كصدقتها مرة

“Ibnu Mas‘ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW 

bersabda, ―Tidaklah seorang muslim yang 

meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang 

satunya adalah (senilai) sedekah.‖ (HR. Ibnu Majjah). 
36 

 

 Hadis diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad 

SAW menegaskan jika seorang muslim memberi utang 

atau mempiutangi seorang muslim dua kali maka 

                                                                   
35 Ibid.,77. 
36 Ja‘far, Hukum Perdata Islam DiIndonesia,124. 



 

 

29 

seolah-oleh kalian telah bersedekah depadanya satu 

kali. 

     Adapun hukum bagi orang yang berutang adalah 

boleh (mubah). Dengan demikian hukum utang 

piutang bagi orang yang memberi utang adalah sunnat, 

bahkan wajib (terhadap orang yang sangat 

membutuhkan) dan bagi orang yang berutang 

hukumnya adalah boleh (mubah) bahkan haram 

(apabila dipergunakan untuk maksiat). 

4. Rukun dan Syarat Utang Piutang 

     Transaksi utang piutang dalam Islam tentu saja harus 

adanya rukun dan syarat agar menjadi syarat sah nya akad 

utang piutang tersebut, berikut: 

a. Orang yang memberi utang  

Dalam hal ini orang yang memberi utang disyaratkan 

harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh 

dan berakal). 

b. Orang yang berutang 

Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan harus 

cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan 

berakal). 

c. Objek atau barang yang diutangkan  

Dalam hal ini barang yang diutangkan disyaratkan 

berbentuk barang yang dapat diukur dan diketahui 

jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu 

pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama 

jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang 

yang diterima. 
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d. Lafadh (ijab qabul) 

Yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan 

pihak yang berutang yang dibuat dalam bentuk lisan 

maupun tulisan.37 

   Menurut Imam Syafi‘I rukun Al-Qardh terdiri atas muqridh 

(pihak yang menghutangi), muqtaridh (pihak yang 

berhutang), ijab dan qabul serta barang yang dapat 

dipinjamkan.  

     Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:  

a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, 

timbangan, atau jumlahnya. 

b. Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam 

bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang 

layak dimintai pinjaman.38 

Sedangkan syarat-syarat hutang piutang terdiri dari 

muqridh (kreditur) muqtaridh (debitur). Syarat-syarat bagi 

debitur dan kreditur adalah berakal, atas kehendak sendiri 

dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang 

terakhir bagi kedua belah pihak adalah baligh (dewasa 

sudah cukup umur). Karena menurut Imam Hanafi, 

memberikan uutang kepada anak kecil atau orang yang 

berada dalam perwalian tidak dibolehkan.39 

5. Faktor Pendorong Melakukan Utang Piutang 

     Pada dasarnya tabi‘at manusia yang tidak bisa hidup tanpa 

bantuan saudaranya, tidak seorang pun yang memiliki segala 

barang yang ia butuhkan oleh karena itu pinjam memunjam 

sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini dan 

                                                                   
37 Ibid.,126. 
38 Ibid.,127. 
39 Agustinar dan Nanda Rini, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran 

Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi,‖ Jurnal Hukum Ekonomi 

Syariah Vol.III No.02 (2018),150. 
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Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap 

kebutuhan umatnya. Demikian sebagaimana keadaan 

manusia yang Allah ciptakan, ada yang dilapangkan hartanya 

hingga melimpah ruah dan ada pula yang dipersempit 

rezekinya sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya 

dan mendorongnya untuk berhutangatau mencari pinjaman 

dari orang yang dipandang mampu membantunya. 

     Menurut ajaran Islam utang piutang adalah muamalah 

yang dibolehkan, tapi diharuskan hati-hati dalam 

menerapkannya, utang dapat menimbulkan suatu kewajiban 

yaitu kewajiban membayar. Secara umum interprestasi 

terjadinya utang cenderung pada konsep ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini terdapat faktor 

seseorang melakukan utang piutang, yaitu: 

     Keadaan ekonomi yang memaksa seseorang untuk 

berhutang, Pada dasarnya hukum utang piutang dalam Islam 

adalah boleh terutama dalam keadaan ekonomi yang darurat. 

Meskipun agama tidak melarang transaksi utang namun 

utang telah menjadi pilihan prilaku ekonomi masyarakat 

yang digunakan untuk memnuhi kebutuhan.40 

6. Barang Yang Dibolehkan Akad Utang Piutang 

     Adapun harta yang dibolehkan menurut klarifikasi secara 

khusus sebagai berikut: 

a. Harta mistli yaitu harta yang ssatuan barang nya tidak 

berbeda yang mengakibatkan perbedan nilainya, seperti 

barang barang yang ditakar, ditimbang, dijua satuan 

dengan ukuran yang tidak berbeda antara satu dengan 

yang lain seperti telur, kelapa dan kertas satu ukuran dan 

yang diukur sepeti kain. 

b. Harta qimiyyat yaitu harta yang dihitung berdasarkan 

nilainya seperti hewan, dan kayu bakar. Begitu juga 

                                                                   
40 Muhammad Shohib, ―Sikap Terhadap Uang Dan Prilaku Beri Utang,‖ 

Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan Vol.03 No.01 (2015),3. 
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barang satuab yang jauh berbeda antara satuannya, hal ini 

karena sulit mengembalikan harta semisalnya. 

     Menurut Jumhur Ulama, akad qardh sah dilaksanakan 

baik pada harta mitsli maupun qimiyyat, begitu juga tidak 

sah qardh pada benda yang tidaak bisa ditetapkan menjadi 

tanggungan, seperti tanah, gedung, took dan kebun, 

karena qardh menuntut adanyapengembalian benda 

semisal dan benda- benda tersebut tidak ada misalnya.41 

7. Dampak Negatif dan Positif Utang Piutang 

a. Dampak positif 

     Prilaku berutang telah banyak menjadi pilihan individu 

dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan.  

Prilaku berutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan 

menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, 

tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah keatas. Pada 

dasarnya utang piutang memiliki berbagai dampak seperti 

negatif dan positif, berikut dampaknya: 

1) Dampak positif utang piutang, sebgai bentuk tolong 

menolong, dalam Islam tolong menolong tentu 

dibolehkan dan hukumnya mubah. Dengan niat tolong 

menolong maka orang yang memberi utang sudah 

mempermudah segala urusan orang yang berutang. 

2) Mendapatkan ganjaran pahala yang melimpah, apabila 

niat memberi utang piutang tersebut diniatkan untuk 

menolong sesamananya. Selain itu disebutkan dalam 

ayat lain bahwa memberikan pinjaman yang baik akan 

mendapatkan balasan yang melimpah dari Allah SWT. 

3) Dihitung telah bersedekah, karena orang yang memberi 

utang dianggap telah menolong orang yang berutang 

yaitu dengan cara meminjamkan benda atau hartanya 

kepada prang yang berutang. 

                                                                   
41 Ibid.,5. 



 

 

33 

4) Menghilangkan kesukaran, siapapun umat muslim 

yang memberikan pinjaman dalam bentuk utang 

piutang yang sifatnya baik dan menolong orang lain 

maka ia juga akan mendapatkan hal yang sama yakni 

dihilangkan kesukarannya. 

5) Pemberian utang termasuk kebaikan dalam agama 

karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan 

serta memiliki kebutuhan yang mendesak.42 

b. Dampak Negatif  

1) Seseorang yang memiliki kebiasan berhutang terlebih 

berhutang untuk sesuatu yang sia-sia, maka secara 

tidaklangsung dapat merusak akhlak seseorang. 

2) Orang yang berutang apabila berkata ia berdusta apa 

bila berjanji ia mengingkari, hal tersebut dilakukan 

manakala orang yang berutang belum bisa membayar 

utangnya atau sengaja menunda-nunda pembayaran 

utang nya.  

3) Utang piutang dapat merusak tali silaturahmi antar 

orang yang berutang jika salah satu diantara orang 

yang berutang, terutama orang yang diberi utang 

telah mengingkari perjanjian dalam utang piutang 

tersebut. Maka terjadi perselisihan antara dua belah 

pihak yang berutang mengenai pegembalian utang 

dan orang yang berutang tidak mampu mmenuhi 

permintaan orang yang memberi utang maka 

penguasa atau hakim harus mencoba menengahi 

keduanya. 

4) Membebani mental orang yang diberi utang, karena 

pada dasarnya utang piutang adalah hal yang menjadi 

tanggungan yang memiliki kewajiban harus dibayar 

secara lunas. 

                                                                   
42 Abdul bin Muhammad, Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 

Empat Mazhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017),157. 
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5) Perasaan tertekan karena kebebasan menggunakan 

pendapatan berkurang, manakala waktu pembayaran 

utang sudah sampai dan harus dibayar otomatis akan 

mengurangi pendapatan yang semestinya.43 

8. Hukum Utang Yang Mendatangkan Keuntungan 

     Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain 

berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. 

Setiap utang ajib dibayar sehingga berdosalah orang yang 

tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran 

utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan 

perbuatan salah satu perbuatan dosa.  

     Para ulama sudah bersepakat wajib hukumnya bagi 

peminjam untuk mengembalikan harta yang dihutangkan 

dengan misalnya apabila ia meminjam harta jenis mitsi (harta 

yang satuan barang nya tidak berbeda jika mengakibatkan 

perbedaan nilainya), dan mengembalikan harta semisal 

dengan bentuknya bila dipinjamkannya dalam bentuk harta 

qimiyyat (harta yang dihutang berdasarkan nilainya seperti 

hewan, kayu bakar, dan properti) seperti mengembalikannya 

hewan sapi dengan ciri-ciri yang hidup dengan sapi yang 

dipinjam.44 

     Menurut Hadis Riwayat Imam Muslim bahwa Rassulullah 

saw pernah berutang seekor unta muda yang kemudian saat 

pembayaran hutang, beliau tidak menemukan unta yang 

sejenisnya, kemudian beliau membayar unta itu dengan yang 

lebih besar dan tua umurnya dari unta yang beliau pinjam. 

Dan hal tersebut atas keinginan beliau memberikan unta 

yang lebih tua dan pilihan untuk membayar utang tersebut, 

Rassulullah Saw bukan yang termasuk sering berhutang 

namun beliau tetap menganjurkan untuk menghindari 

                                                                   
43 Supramono dan Nancy Putlia, ―Persepsi Dan Faktor Psikologis Dalam 

Pengembalian Keputusan Utang, Jurnal Keuangan Dan Perbankan,‖ Jurnal Keuangan 
Dan Perbankan Vol.14 No.1 (2010),29. 

44 Ibid.,31. 
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berutang. Dan utang piutang sebaiknya tidak menjanjikan 

atau mensyaratkan apapun yang akan mendatangkan 

keuntungan pada awal akad. 

     Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang 

berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang 

tersebut, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang 

untuk mengambilnya. Terdapat beberapa syarat bolehnya 

memberikan kelebihan dalam utang, yaitu: 

a. Tidak dipersyaratkan di awal, jika ada persyaratan 

diawal maka termasuk riba. 

b. Murni atas inisiatif dan keinginan orang yang berutang, 

jika kelebihan ini karena permintaan pemberi utang 

termasuk riba. Meskipun tidak ada kesepakatan diawal 

karena kesepakatan diawal karena setiap keuntungan 

yang diperoleh dari utang adalah riba. Jika tambahan 

bukan persyartan awal karena merupakan kerelaan dari 

pihak peminjam tidaklah masalah. Inilah yang menjadi 

pendapatan jumhur (kebanyakan ulama) kecuali Mazhab 

Imam Malik. 

c. Tidak menjadi tradisi di masyarakat, jika memberi 

kelebihan saat pelunasan menjadi tradisi di masyarat, 

statusnya sama dengan dipersyaratkan dial akad Qard 

(utang piutang). 

d.  Kelebihan dalam pembayaran utang yang tidak ada 

dalam persyaratan pada saat akad utang terjadi juga 

ditanggapi oleh beberapa pendapat para ulama, seperti 

dalam kasus yang terjadi yaitu utang hean ternak. Para 

ulama kontemporer berbeda pendapat tentang kebolehan 

meminta pembayaran pinjaman yang melebihi nominal 

pinjaman.45 

 

                                                                   
45 Erwandi Tarmisi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT Berkat 

Mulia Insani, 2018),522. 
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B. Akad Utang Piutang Dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Akad Utang Piutang 

     Istilah kedua adalah akad (al-„aqdu). Kata al-„aqdu 

merupakan Masdar dari „aqada, ya‟qidu, „aqdan. Ada juga 

ahli bahasa yang melafalkannya „aqida, ya‟qadu, 

„aqadatan. Dari kata asal tersebut terjadilah perkembangan 

dan perluasan arti sesuai dengan konteks pemakaiannya, 

misalnya „aqada dengan arti menyimpul, mem-buhul dan 

mengikat, atau dengan arti mengikat janji.  

      Menurut al-Jurjani, bertitik tolak dari kata „aqd atau 

„uqdah yang berarti ―simpul atau buhul‖ seperti yang 

terdapat pada benang atau tali, maka terjadilah perluasan 

pemakaian kata „aqd pada semua yang dapat diikat dan 

ikatan itu dapat dikukuhkan. 

     Secara bahasa akad adalah ―ikatan antara dua hal, baik 

ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari 

satu segi maupun dari dua segi. Sedangkan menurut ahli 

hukum Islam akad dapat diartikan secara umum dan 

khusus. Pengertian akad dalam artian umum, menurut 

Syafi‟iyah, Malikiyah dan Hanafiyah, yaitu ―segala sesuatu 

yang dikerjakan oleh seseorang berdasakan keinginannya 

sendiri, seperti wakaf, talak,pembebasan atau sesuatu yang 

pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang 

seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.  

     Sementara dalam artian khusus diartikan ―perikatan 

yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan 

syara‟ yang berdampak pada objeknya‖ atay 

―menghubungkan ucapan sakah seorang yang berakad 

dengan yang lainnya sesuai syara‘ dan berdampak pada 

objeknya.46 

 

                                                                   
46 Faturrahman Djamil, Penerpan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di 

Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),4. 
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2. Macam-macam Akad Utang Piutang 

     Akad utang piutang terbagi menjadi beberapa hal yaitu : 

a. Akad Ta‟awun 

     Ta‘awun secara bahasa diartikan sebagai tolong 

menolong dalam kebajukan. Ta‟awun merupakan sikap 

tolong menolong untuk membantu sesama. At-Ta‘awun 

merupakan tolong menolong yang menjadi prinsip 

ekonomi Islam, Setiap akad yang dilakukan harus 

bersifat saling mneguntungkan semua pihak yang 

berakad.47 

b. Akad Tabarru‟ 

     Akad Tabarru‟ secara bahasa berarti sedekah atau 

berdema . Arti yang lebih luas tabarru‟ berarti 

melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Secara 

istilah, tabarru‘ adalah mengerahkan segala upaya 

untuk memberikan harta atau manfaat kepada orang 

lain, secara langsung ataupun pada masa yang akan 

datang tanpa adanya kompensasi dengan tujuan 

kebaikan dan perbuatan ihsan.48 

3. Rukun dan Syarat Akad 

     Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 

perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 

berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi 

kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh 

akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:  

a. „Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-

masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri 

dari beberapa orang. 

                                                                   
47 Afandi Setia, ―Prinsip Ta‘awun Dan Implementasi Di Lembaga Asuransi 

Syariah,‖ Jurnal Madani Syariah Vol. 5 No.2 (2022),137. 
48 Junaidi Abdullah Aryani Witasari, ―Tabbaru‘ Sebagai Akad Yang Melekat 

Pada Asuransi Syariah,‖ Jurnal Bisnis Vol,2 No.1 (2014),125. 
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b. Ma‟qud „alaih ialah benda- benda yang diakadkan, 

seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, 

dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, 

utang yang dijamin seorang dalam akad kafalah. 

c. Maudhu‟al‟aqd ialah tujuan atau maksud pokok 

mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah 

tujuan pokok akad.  

d. Sighat al „aqd ialah ijab dan qabul, ijab permulaaan 

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad 

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan 

akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari 

pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah 

adanya ijab. 

      Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang 

ditentukan syara‘yang wajib disempurnakan, 

Sedangkan syarat akad adalah sebagai berikut: 

a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak 

(ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap 

bertindak, seperti orang gila, orang yang berada 

dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau 

yang lainnya. 

b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima 

hukumannya. 

c. Akad itu diizinkan oleh syara‘, dilakukan oleh 

orang yang mempunyai hak melakukannya 

walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang. 

d. Jangan lah akad itu akad yang dilarang oleh syara‘, 

seperti jual beli mulasamah. 

e. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi 

qabul. Maka bila orang yang berijab menarik 

kembali ijab nya sebelum qabul, maka batallah ijab 

nya.  



 

 

39 

f. Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila 

seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum 

adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.49 

 

4. Berakhirnya Suatu Akad 

     Umumnya akad berakhir apabila tujuan akad telah 

tercapai atau terlaksana. Selain itu, suatu akad dapat juga 

berakhir karena sejumlah hal, yaitu pembatalan akad 

(fasakh), berakhirnya masa akad, meninggal dunia, atau 

dalam akad mauquf  ternyata pemilik asli tidak memberi 

izin. Dalam hal yang mengandung akibat hukum (lazim) 

dapat terjadi dalam sejumlah situasi, yaitu: 

a. Terpenuhinya Tujuan Akad, yaitu tercapainya apa 

yang menjadi tujuan akad.  

b. Pembatalan Akad, yaitu pembatalan akad dengan 

sebab ketika akad rusak (fasid), adanya khiyar, 

pembatalan akad (iqalah). 

c. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu 

pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak 

perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian 

dan perwakilan. 

d. Tidak ada izin dari yang berhak,  pada akad yang 

bergantung pada pihak lain (mawquf) seperti akad 

fudhuli yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan 

akad anak mumayiz, maka akad berakhir apabila tidak 

mendapat izin dari yang berhak.50 

5. Tata Krama Berutang 

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam 

pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai 

                                                                   
49 Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2019),46. 
50 Andri, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah,58. 
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sopan –santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai 

berikut. 

a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang piutang 

supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang 

dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau 

dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi 

wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas 

kertas bersegel ataau bermatrai. 

b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya 

kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan 

membayarnya/ atau mengembalikannya. 

c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan 

pertolongan kepada pihak    berhutang. Bila 

yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka 

yang berutang hendaknya membebaskannya. 

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar 

pinjaman, hendaknya  dipercepat pembayaran 

utang nya karena lalai dalam pembayaran pinjaman 

berarti berbuat zalim.51 

 

                                                                   
51 Hendi, Fiqh Muamalah, 2019,91. 
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